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UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas moral dan hak

ekonomi.
Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal
24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

I. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan /atau
produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa
actual yang ditujukan hanya untuk keperluan
penyediaan informasi actual;

il. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hap
Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu
pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali
pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman sebagai bahan ajar, dan

V. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang



memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkaid dapat digunakan tanpa izin pelaku
Pertunjukan, Producer Fonogram atau Lembaga

Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk
penggunaan secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima

ratus juta rupiah)



KATA PENGANTAR

Sumber Daya Manusia telah berkembang pesat dan
akan selalu ada informasi yang dapat diterapkan pada
aktivitas keseharian dalam organisasi. Semakin kaya
pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan oleh
organisasi, tentunya akan menjadi semakin baik dalam
organisasi untuk dapat terus berkembang kearah yang lebih
baik seiring berkembangnya era informasi dan teknologi.
Agar organisasi dapat mencapai hal tersebut, maka tentu
diperlukan pembelajaran organisasi terhadap perilaku-
perilaku yang karyawan dalam bekerja, sebab dengan
mengetahui hal tersebut tingkah laku dan jalan pemikiran
karyawan dalam ditelusuri dan diprediksi. Hal tesebut
tentunya dapat mendukung organisasi dalam pembelajaran
karakter masing-masing karyawan dan bagaimana cara
memperlakukan karyawannya dan membuat keputusan
dengan tepat dan efisien.

Sebagai karyawan, harus tentunya terus mengingat,
bahwa dalam bekerja harus diutamakan kinerja yang baik
pada masing-masing tugas kerja yang diberikan.
Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya akan
membantu organisasi agar dapat terus berkembang kearah
yang lebih baik dan tercapainya tujuan dari organisasi.
Begitupan sebaliknya , organisasi dalam menjaga integritas
dan kinerja yang baik dari karyawannya harus dapat
memperlakukan karyawannya secara adil baik dari segi fisik
dan non fisik.

Keadilan dalam organisasi juga tentunya akan sangat
mempengaruhi kinerja, baik kinerja dari organisasi ataupun
kinerja dari masing-masing karyawan dalam organisasi.
Meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi,
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memberikan  kepuasan  karyawan  dalam  bekerja,
meningkatkan kesejahteraan karyawan serta mengurangi
niat dari karyawan untuk meninggalkan organisasi yang pada
akhirnya dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Pada kesempatan ini, penulis berharap semoga buku ini
dapat bermanfaat, saran serta kritik dari para pembaca
sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Akhirnya
penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Manado, Juni 2021
Tim Penulis

Vi



DAFTAR ISI

Undang-Undang Hak Cipta ........ccceeeeiiiiieee iii
Kata Pengantar ..........ccoooiiiiiiiiiicie e Y

Daftar ISi ..ocooeeeee e Vi
BAB 1 TINJAUAN TEORITIS DAN RISET ....coceeevvviiinnnnee 1
1. K@Jian TOM oo 3
1.1. Teori Modal Manusia...........ccccoeeeeeiieiiieiieee, 3
1.2. Teori Perilaku Organisasi...........cccccccceeeieeeeeeennnnns 5
1.3. Teori Keadilan Organisasi............cccceeeeeeeeeeeeeeeenn. 7

1.4. Teori KiNera........oooeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 10

2. Kajian EMPIriK .....ooooooiiiieiiie e 13

3. Analisis Kesenjangan ...........cccccceevveviiiiiiiieeeeeeeeeeiiinnn 18

BAB Il ARAH PERKEMBANGAN KONSEP KEADILAN
ORGANISASI ... 19
BAB Il KEADILAN ORGANISASI: DEFINISI, DIMENSI

dan INSTRUMEN PENGUKURAN.........ccooiiiiiiiiiiiiiee e 23
1. Kesetaraan dan Keadilan .............ccoceeeeeiiii e, 23
2. Keadilan Organisasi ..........ccceeeeeeeeeiiiiiiiiiiiie e, 24
3. Dimensi Keadilan Organisasi ...........cccccceeeieeeiiiieeeecennnn, 25
4. Instrumen Pengukuran Keadilan Organisasi ................ 29

BAB IV KEADILAN ORGANISASI: DAMPAK

TERHADAP PERILAKU KERJA SUMBER DAYA
MANUSIA .. 31



1. Komitmen OrganiSasi ...........uuueeiieeeeeeeieiiiiiiiieeeeeeeeeennns 37
2. Organizational Citizenship Behavior............................. 39
3. Keinginan untuk meninggalkan Organisasi .................. 40
4. Kepuasan Kerja..........uueeiiiieeeeeiieiiiiie e ee e 42
5. Kebahagian dalam Kerja ...........ccccevvvviviiiiiie e, 44
6. Kesejahteraan ...........couuvuuvveiiiiii e 45

BAB V KEADILAN ORGANISASI: PENDEKATAN

METODOLOGI ...vvviiiiiieiiiiciieeeeeee et 49
1. Data dan Sumber Data............cccoeeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeenns 54
2. Teknik Pengumpulan Data ...........ccccccceeeeeeeeeeeeceiiinnnnn. .54
3. Pengujian INStrumen..........cccooeeeevvvviiiiiiiee e, .56
4. Teknik ANAliSIS .....ccoovviiiiiiiieee e .60
DAFTAR PUSTAKA ...t .63

viii



BAB |
TINJAUAN TEORITIS DAN RISET

Setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Keadilan
memberi orang rasa kendali atas hasil masa depan dan
dihargai serta dihormati oleh anggota kelompok sosial
mereka. Banyak yang menganggap penting bahwa dalam
hidup untuk menganut aturakn keadilan dan ini merupakan
konsep yang dipelajari sejak awal kehidupan dan merupakan
dasar perilaku manusia. Keadilan juga kemudia dikatakan
relevan dengan dunia pekerjaan dan organisasi. Pegawai
ingin diperlakukan secara adil oleh atasan mereka dan rekan
kerja. Perlakuan yang adil ditempat kerja sangat penting
untuk bekerja sama secara efektif. Sebaliknya perlakuan
tidak adil, seperti perlakuan istimewa atau komunikasi tidak
hormat, merusak hubungan kerja dan pemenuhan kebutuhan
psikologis individu, dan dapat mendorong pegawai untuk
terlibat dalam perilaku yang berbahay bagi organisasi,
seperti penarikan diri, ketidakhadiran atau sabotase. Konsep
keadilan ditempat kerja ini disebut sebagai keadilan
organisasi dan istilah justice and fairness as well as injustice
and unfairness biasanya digunakan secara bergantian.
Penelitian tentang kedilan organisasi telah menunjukkan

bahwa persepsi keadilan ditempat kerja dapat
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mempengaruhi sikap dan perilaku kerja individu. Persepsi
keadilan ditempat kerja juga dapat mempengaruhi kehidupan
pribadi individu dan mempengaruhi kesehatan pegawai.
(Adams, 1965; Thibaut & Walker 1975; Tyler, 2001; Folger &
Cropanzano, 1998; Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007,
Cohen-Charash & Spector, 2001; Byrne & Cropanzano,
2012)

Dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan,
memberikan kepuasan, memberikan makna bagi kehidupan,
mendorong produktivitas, meningkatkan kesejahteraan dan
juga kesehatan. Akan tetapi dilain sisi dengan bekerja juga
memungkinkan untuk memberikan stress, memicu keinginan
untuk melepaskan diri dari organisasi serta berpotensi
memberikan penyakit baik secara mental dan fisik. Fakta
dilapangan menunjukkan bahwa stress ada dalam setiap
organisasi dan memiliki dampak yang sangat signifikan
bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) mengemukakan bahwa stressor
ditempat kerja sebagai masalah kesehatan kerja yang
utama. Bukan tanpa alasan apa yang dikemukan oleh WHO
sebelumnya, hal ini dikarekan mereka yang bekerja biasanya
menghabiskan sebagian besar waktu mereka ditempat kerja.
Oleh karena itu, untuk memahami dan melihat sikap dan
perilaku kerja serta kinerja yang diberikan perusahaan

merupakan fokus penting dari organisasi dan studi terhadap
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psikologi organisasi. (Jahoda, 1982; Karasek & Theorell,
1990)

1. Kajian Teori

1.1. Teori Modal Manusia (Human Capital)

Para ekonom telah lama mengetahui bahwa manusia
adalah bagian penting dari kekayaan suatu bangsa. Diukur
dari kontribusi tenaga kerja terhadap output, kapasitas
produktif manusia sekarang jauh lebih besar daripada
semua bentuk kekayaan lainnya apabila digabungkan.
Dalam hal ini yang tidak ditekankan oleh para ekonom
adalah suatu kebenaran bahwa seseorang yang
berinvestasi terhadap dirinya sendiri adalah sebuah
investasi yang sangat besar. Banyak paradox dan teka-teki
tentang ekonomi yang dinamis dan berkembang dapat
diselesaikan begitu investasi terhadap manusia mulai
diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan
banyak migrasi internal para pekerja untuk menyesuaikan
dengan kesempatan kerja yang berubah. Laki-laki dan
perempuan muda lebih gampang bergerak daripada
pekerja yang lebih tua. Tentunya ini masuk akal secara
ekonomi ketika seseorang menyadari bahwa biaya migrasi
semacam ini adalah bentuk investasi terhadap manusia.
Orang-orang yang lebih muda memiliki lebih banyak tahun
didepan mereka daripada pekerja yang lebih tua dimana
mereka dapat merealisasikan investasi semacam itu.
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Sumber daya manusia jelas memiliki dimensi
kuantitatif dan kualitatif. Jumlah orang, proporsi yang
memasuki pekerjaan yang bermanfaat dan jam kerja pada
dasarnya merupakan karakteristik kuantitatif. Agar tugas
dapat dikelola dengan baik, komponen kualitas seperti
keterampilan, pengetahuan dan atribut serupa yang
memengaruhi  kemampuan manusia tertentu harus
dipertimbangkan untuk menghasilkan pekerjaan yang
produktif. Sejauh pengeluaran untuk meningkatkan
kemampuan tersebut juga meningkatkan nilai-nilai
produktivtias usaha manusia (tenaga kerja), maka akan
menghasilkan tingkat pengembalian yang positif. Terlepas
dari kesulitan dalam pengukuran yang tepat pada tahap
pemahaman tentang investasi manusia ini, banyak
wawasan dapat diperoleh dengan memeriksa beberapa
aktivitas penting yang meningkatkan kemampuan manusia,
beberapa kategori yang perlu untuk diperhatikan yaitu: 1)
fasilitas dan layanan kesehatan, yang secara luas dipahami
mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi
harapan hidup, kekuatan dan stamina, serta kekuatan dan
vitalistas suatu masyarakat; 2) pelatihan ditempat kerja,
termasuk magang yang diselenggarakan oleh perusahaan;
3) pendidikan formal yang diselenggarakan pada tingkat
dasar, menengah dan tinggi; 4) program studi untuk orang
dewasa yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan,
termasuk program penyuluhan pada bidang tertentu; 5)
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migrasi individu dan keluarga untuk menyesuaikan diri

dengan perubahan kesempatan kerja. (Schultz, 1960).
1.2 Teori Perilaku Organisasi

Dengan latar belakang sejarah panjang seperti
penelitan yang dilakukan oleh  Hawthorne dan
menggunakan metodologi ilmiah, bidang perilaku organisasi
sekarang menjadi disiplin akademis yang diterima. Namun,
seperti halnya upaya akademis yang terus berkembang,
ada beberapa titik dan penyimpangan serta perubahan
yang dialami. Selain beberapa pertentangan akademis atas
pendekatan teoritis atau temuan penelitian, masalah
terbesar yang harus diatasi oleh perilaku organisasi adalah
krisis identitas. Meskipun perilaku organisasi sangat
kompleks dan mencakup banyak masukan dan dimensi,
teori kognitif, behavioristic dan sosial dapat digunakan
untuk mengembangkan kerangka keseluruhan untuk

pendekatan berbasis bukti.

Pendekatan kognitif terhadap perilaku manusia
memiliki banyak sumber masukan. Untuk saat ini dapat
dikatakan secara sederhana bahwa pendekatan kognitif
memberi orang lebih banyak kredit daripada pendekatan
lainnya. Pendekatan kognitif menekankan aspek positif dan
kehendak bebas dari perilaku manusia dan menggunakan

konsep-konsep seperti harapan, permintaan dan niat.
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Kognisi yang merupakan unit dasar dari kerangka kognitif,
secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan
mengetahui item informasi. Kognisi mendahului perilaku
dan merupakan masukan ke dalam pemikiran seseorang,

persepsi, pemecahan masalah dan pemrosesan informasi.

Beberapa behavioris klasik mengaitkan pembelajaran
dengan asosiasi atau hubungan antara stimulus dan
respons. Stimulus dan respons berhubungan dengan klasik
atau responden, conditioning. Pemahaman tentang proses
pengkondisian ini sangat penting untuk mempelajari
pembelajaran dan berfungsi sebagai titik tolak untuk

memahami dan memodifikasi perilaku organisasi.

Pendekatan teoritis untuk belajar ini adalah
menggabungkan dan mengintegrasikan konsep behavioris
dan kognitif dan menekankan sifat interaktif, timbal balik
dari determinan kognitif, perilaku dan lingkungan. Penting
untuk diketahui bahwa teori pembelajaran sosial mengakui
bahwa ada lebih banyak pembelajaran daripada
pembelajaran langsung melalui rangsangan pendahulu dan
konsekuensi kontingen. Teori kognitif sosial telah muncul
dalam beberapa tahun terakhir untuk melampaui teori
pembelajaran sosial. Teori ini memperluas pembelajaran
dan/atau memodifikasi perilaku dengan memberikan lebih
banyak perhatian pada mekanisme pengaturan diri. Teori

kognitif sosial mengidentifikasi lima kemampuan yang
6



digunakan orang untuk memulai, mengatur dan
mempertahankan perilaku mereka; 1) simbolisasi 2)
pemikiran kedepan, 3) pembelajaran perwakilan/model, 4)

pengaturan diri dan 5) refleksi diri. (Luthans, 2009).
1.3 Teori Keadilan Organisasi

Apa yang dianggap karyawan tidak adil? Bagaimana
karyawan memberikan reaksi terhadap ketidakadilan yang
dirasakan? Greenberg, 1990 membahas tentang keadilan
dalam organisasi. Salah satu yang menjadi perhatian
penting yaitu keadilan hasil dimana manajemen sumber
daya manusia memiliki tanggung jawab administratif untuk
sejumlah hasil yang diterima karyawan sebagai bagian dari
hubungan pertukaran mereka dengan pemberi Kkerja.
Adams (1965) mengemukakan teori tentang ketidakadilan
dalam konteks pertukaran sosial yang lebih luas yaitu,
transaksi dua arah dimana masing-masing pihak
memberikan sesuatu kepada pihal lain dan oleh karena itu
juga menerima sesuatu sebagai balasannya. Beberapa hal
yang ingin dipahami yaitu 1) penyebab ketidakadilan yang
dirasakan dan 2) konsekuensi dari ketidakadilan yang
dirasakan. Adams menyebutkan kemarahan sebagai
konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakadilan ketika
karyawan merasa kurang mendapatkan manfaat, dam
bahwa juga menyebut rasa bersalah sebagai konsekuensi

yang mungkin terjadi dalam kasus kelebihan manfaat.
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Terdapat banyak penjelasan tentang kenapa keadilan

ditempat kerja penting bagi individu. Literatur membedakan

antara tiga aspek tentang motif keadilan instrumental,

relasional, dan deontic. Ketiga aspek ini tidak eksklusif satu

sama lain, beberapa pendapat memperlihatkan bahwa

individu tertarik untuk menerima keadilan dari pertimbangan

instrumental, relasional dan deontik (Cropanzano, Rupp et
al, 2001; Ambrose, 2002; Greenberg et al, 2000)

a.

Model instrumental mengusulkan bahwa individu peduli
tentang keadilan untuk alasan kepentingan pribadi.
Keadilan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan,
tujuan dalam bentuk keuntungan atau kerugian pribadi,
ekonomi (Cropanzano, Rupp et al, 2001). Thibaut &
Walker (1975) menyarankan bahwa mengontrol bagian
dari proses menciptakan persepsi proses yang adil,
yang dihargai karena meningkatkan kemungkinan
mencapai hasil yang diinginkan. Karenanya, pegawai
mungkin akan lebih  memilih organisasi yang
mendistribusikan promosi, gaji dan sumber daya secara
adil karena mereka ingin menerima manfaat ini dimasa
depan.

Model relasional menyatakan bahwa individu tertarik
pada keadilan karena masalah identitas. Individu
memperoleh martabat dan harga diri dari menerima

keadilan dari sekelompok kolega atau organisasi, yang
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memenuhi kebutuhan mereka untuk dimasukkan dan
dimiliki oleh organisasi (Tyler & Blader, 2002;
Cropanzano, Rupp et al, 2001). Model relasional
menekankan bahwa individu ingin dihargai, dihormati
dan dimasukkan dalam kelompok sosial yang dihargai.
Persepsi keadilan dan keadilan prosedural khususnya,
membantu individu menafsirkan kedudukan dan rasa
hormat mereka dalam kelompok.

Model deontic mengusulkan bahwa keadilan adalah
kebutuhan mendasar dan mendorong orang untuk
menghormati harga dan martabat manusia. Model
deontic menunjukkan bahwa individu memililki
keinginan intrinsic untuk hidup dalam system sosial
yang etis. Model moral virtues Folger (1998, 2001)
menunjukkan bahwa individu peduli tentang keadilan
karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.
Ketika dihadapkan pada ketidakadilan, individu tidak
hanya termotivasi untuk bertindak karena kepentingan
instrumental dan relasional tetapi juga karena masalah
deontic. Misalnya model deontic menunjukkan bahwa
mengalami ketidakadilan, seperti menyaksikan rekan
kerja dilecehkan, akan memicu emosi yang sangat
dirasakan seperti kemarahan moral yang pada
gilrannya akan menimbulkan perilaku  seperti

membalas dendam terhadap organisasi.



Meskipun  masing-masing motif  keadilan ini
menekankan aspek keadilan yang berbeda, semuanya
beranggapan bahwa keadilan penting bagi individu secara
umum dan ditempat kerja. Keadilan penting bagi individu
karena memenuhi beberapa jenis kebutuhan ynag
dijelaskan dalam motif ini. Dapat juga ditambahkan sebuah
informasi penting tentang mengapa keadilan itu penting,
tetapi kepentingan relatifnya mungkin tergantung pada
orang dan konteksnya. Teori keadilan yang menjelaskan
bagaimana individu membentuk persepsi keadilan dan
bagaimana keadilan memengaruhi sikap dan perilaku
individu selanjutnya dapat berkaitan dengan lebih dari satu

aspek.
1.4 Teori Kinerja

Goal Setting Theory, teori yang berkaitan dengan
penetapan tujuan dan dampaknya terhadap kinerja. Teori
ini dikemukakan oleh Edwin Locke (1968). Teori ini
menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit, jika bisa
diterima dan dipahami karyawan, akan meningkatkan
kinerja karyawan daripada tujuan yang bersifat umum dan
tidak spesifik, mudah dicapai dan tidak ada tujuan. Dalam
hal ini peningkatan kinerja yang disebabkan karena tingkat
kekhususan dan kesulitan tujuan disebut goal setting effect
(dampak penetapan tujuan). Sedangkan prosedur

penetapan tujuan disebut goal setting technique (teknik
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penetapan tujuan). Teori ini menunjukkan bahwa kinerja
yang direpresentasikan misalnya oleh meningkatnya tingkat
produktifitas dan efisiensi biaya, dipicu oleh tujuan yang
spesifik dan sulit. Hubungan antara spesifikasi dan tingkat
kesulitan tujuan dengan kinerja bersifat linear dalam
pengertian semakin spesifik dan sulit semakin tinggu pula
kinerjanya. Menurut teori ini penetapan tujuan menempati
posisi sentral dalam proses manajemen kinerja meski tentu
saja pencapain tujuan tidak semata-mata ditentukan oleh

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Control Theory, menekankan pentingya penetapan
tujuan dalam manajemen kinerja dan umpan balik menjadi
faktor kedua, focus perhatian dari Control Theory sering
juga disebut sebagai feedback control (umpan balik).
Menurut teori ini umpan balik memiliki peran sentral dalam
proses manajemen kinerja karena mampu membentuk
perilaku seseorang serta menjadikan seseorang mampu
mengatur diri sendiri setelah memperoleh umpan balik.
Menutu teori ini juga dikatakan bahwa umpan balik
merupakan kunci pencapaian kinerja. Tanpa umpan balik
bisa jadi kinerja tidak bisa tercapai karena pada dasarnya
manusia memiliki kepentingan pribadi yang sangat tinggi.
Sebagai contoh, jika seseorang menyadari bahwa

kinerjanya dibawah standar bukan tidak mungkin ia akan
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menurunkan standar kinerja yang diharapkan ketimbang

berupaya memenuhi standar tersebut.

Social Cognitive Theory, dikemukakan oleh Albert
Bandura (1989). Berbeda dengan 2 (dua) teori sebelumnya,
focus perhatian dari teori ini adalah keyakinan diri karyawan
dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya.
Motivasi seseorang untuk melakukan tindakan atau
berperilaku untuk mencapai tujuan dipengaruhi oleh
interaksi dan saling pengaruh dari tiga elemen kunci yaitu:
lingkungan kerja, apa yang karyawan pikirkan dan apa yang
karyawan kerjakan. Mirip dengan control theory, social
cognitive theory menekankan pentingnya kemampuan
karyawan untuk memantau perilaku mereka dan
kemampuan diri untuk bereaksi terhadap stimulus yang
datang kepadanya. Keyakinan diri karyawan inilah yang
dianggap bisa menjelaskan apakah karyawan bisa atau
tidak bisa mengerjakan sebuah pekerjaan dan pada
akhirnya keyakinan tersebut akan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan. Dengan efikasi diri berarti karyawan
mampu memiliki pekerjaan dan karir yang dianggap cocok

dengan kemampuan dirinya.

Gibson Theory (1987) memberikan model teori kinerja
serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku dan kinerja individu yaitu, 1) Variabel Individu, di

dalamnya terdiria dari sub variabel kemampuan dan
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keterampilan, latar belakang, demografis. Sub variabel
kemampuan dan keterampilan adalah faktor yang paling
mempengaruhi kinerja individu. 2) Variabel Psikologis, di
dalamnya terdiri dari sub variabel persepsi, sikap,
kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel ini lebih banyak
dipengaruhi oleh variabel demografis, sub variabel
persepsi, sikap, kepribadian dan belajar sangant sulit untuk
diukur. 3) Variabel Organisasi, di dalamnya terdiri dari sub
variel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan
desain pekerjaan. Variabel organisasi berpengaruh secara
tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu

2. Kajian Empirik

Salah satu bentuk paling awal dari keadilan organisasi
adalah konsep Relative Deprivation Theory. Singkatnya teori
ini didasarkan pada keyakinan berikut: 1) individu menerima,
atau mengatisipasi menerima beberapa hasil; 2) individu
memastikan nilai hasil ini dengan membandingkannya
dengan beberapa bentuk standar, biasanya hasil yang
diperoleh oleh orang lain yang serupa; dan 3) jika hasil yang
diperoleh kurang dari standar, individu merasakan
kemarahan atau ketidakpuasan moral. Kepentingan yang
dirasakan dari hasil akan mempengaruhi tingkat kemarahan
atau ketidakpuasan moral (yaitu tingkat kepentingan yang
tinggi, tingkat ketidakpuasan yang tinggi). Konsep teori
Relative Deprivation dapat dibandingkan dengan keadilan
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distributif (alokasi hasil yang adil) dan Teori Ekuitas, salah
satu kerangka keadilan paling awal untuk diterapkan dalam
pengaturan organisasi. Dalam pengaturan organisasi, teori
keadilan tidak dipelajari dengan signifikan sampai tahun
1980-an dan sejak itu telah diakui sebagai kerangka kerja
dengan taiga konstruksi yang berbeda: distributif, prosedural
dan interaksional. (Stouffer, Suchman, DeVinney, Star, &
Williams, 1949; Pettigrew, 1967; Adams, 1965)

Kerangka kerja yang diperluas untuk keadilan distributif
dan diikuti oleh penilaian keadilan dari Leventhal (1976),
dikarenakan keterbatasan teori ekuitas dari Adams (1965).
Teori ekuitas telah diusulkan sebagai dimensi kesatuan yang
bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh prestasi.
Namun, dalam pengembangan keadilan distributif, Leventhal
juga mengidentifikasi dua aturan lebih lanjut tentang
kesetaraan dan kebutuhan. Sebuah aspek dari proses
alokasi yang tidak dikembangkan sampai dengan
pertengahan 1980-an dan kemudian menjadi dimensi
keadilan organisasi. Terjadi diskusi dan perdebatan apakah
keadilan dalam komunikasi (keadilan interaksional) adalah
faktor independen dari organisasi atau merupakan sebuah
dimensi yang lain. Keadilan interaksional dan keadilan
prosedural dianggap sebagai aspek sosial dan formal dari
konstruksi tunggal. Namun, kemudian didefinisikan sebagai

konsep independan oleh Bies dan Moag yang mengusulkan
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konstruksi dua dimens yaitu keadilan interpersonal, mewakili
martabat dan kepatutuan serta keadilan informasi, mewakilit
kebenaran dan pembenaran. Mengikuti arah pikiran yang
mengatakan bahwa jika dua variabel memprediksi kriteria
yang berbeda, maka mereka harus dipandang sebagai
konstruksi terpisah, dapat dibenarkan untuk mengidentifikasi
keadilan interaksional sebagai dimensi independen dari
keadilan organisasi. Ini merupakan kesimpulan yang
kemudian secara konsisten didukung dengna pendapat
dalam penelitian keadilan organisasi (Cropanzano, Prehar, &
Chen, 2002; Deutsch, 1975; Bies dan Moag,1986;
Greenberg, 1990)

Organizational tenure merupakan lama seorang bekerja
dalam organisasi. Pekerja atau karyawan yang bekerja lebih
lama akan memiliki komitmen yang lebih tinggi. Ketika
seorang pekerja memiliki komitmen yang tinggi, mereka akan
memiliki ekspektasi kepada perusahaan untuk memberikan
mereka keadilan dan penghargaan yang adil atas dedikasi
dan performa mereka. Sehingga pekerja atau karyawan
biasanya memperhatikan kebijakan procedural, hormat dan
pemberian upah yang sesuai. Oleh sebab itu, lama bekerja
memprediksi procedural justice, interactional justice dan
distributive justice. Procedural justice mengacu pada cara
bagaimana hasil kerja dialokasikan, namun tidak spesifik

pada hasil itu sendiri. Proceduran justice juga menetapkan
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prinsip tertentu yang mengatur peran pekerja dalam proses
pengambilan keputusan. Procedural justice merupakan
persepsi karyawan mengenai adil atau tidaknya prosedur
dan peraturan yang digunakan oleh perusahaan atau
organisasi dalam pengambilan suatu kebijakan atau
keputusan. Proses pengambilan keputusan yang adil akan
menciptakan kepercayaan dan komitmen pada pekerja
sehingga dalam membangun organisasi secara sukarela
pada setiap eksekusi strategi. Proses procedural justice yang
baik juga menunjukan pekerja atau karyawan dengan
loyalitas yang tinggi dan kemauan untuk berperilaku sesuai
dengan sikap yang organisasi tuntut. (Gyekye dan
Haybatollahi, 2014; Cropanzano et al, 2007; Niehoff dan
Moorman, 1993; Folger dan Greenberg, 1985).

Hasil penelitan mengemukakan bahwa keadilan
procedural secara positif terkait dengan komitmen organisasi
dan hubungannya secara statistik adalah signifikan. Keadilan
prosedural dan distributif sangat terkait dengan komitmen
karyawan dalam organisasi. Signifikansi dan pentingnya
keadilan procedural ditemukan juga sebagai predictor yang
lebih kuat dalam menilai komitment diantara karyawan. Para
pekerja beranggapan bahwa prosedur yang diterpakan untuk
setiap spesifikasi kerja didasarkan pada keadilan, distribusi
penghargaan dan pembagian sumber daya akan secara

spontan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, keterampilan
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dan pengalaman mereka. Keadilan procedural harus lebih
diutamakan daripada keadilan distributif. Hasil penelitian juga
menemukan bahwa komitment organisasi (distributive justice
dan procedural justice), memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan hanya saja kontribusi distributive justice terhadap
komitmen organisasi kontribusinya lebih tinggi daripada
procedural justice. Keadilan prosedural mengacu pada
persepsi karyawan tentang keadilan dalam pengambilan
keputusan, seperti proses yang digunakan oleh organisasi
dalam mengalokasikan penghargaan, memberikan informasi
yang memadai tentang standar kerja, komunikasi yang jelas
tentang standar kerja dimaksud, serta memberikan
kesempatan kepada bawahan untuk menyelesaikan keluhan
dengan atasannya. Banyak studi sebelumnya tentang
keadilan yang dirasakan menunjukkan bahwa keadilan
procedural lebih berpengaruh pada karyawan untuk
mempersepsikan praktik-praktik organisasi yang adil.
Karyawan dengan persepsi keadilan procedural yang lebih
tinggi percaya bahwa prosedur pengambilan keputusan
dalam organisasi dirancang untuk menghasilkan hasil yang
adil. (Rahman et al., 2016; Chughtai dan Zafar, 2006; Bakshi
et al, 2009; Murtaza et al, 2011; Colquitt, 2001; Maitama,
2012).
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3. Analisis Kesenjangan

Teori-teori sebelumnya merupakan teori yang bisa
menjelaskan efektifitas manajemen kinerja. Namun harus
disadari bahwa ketiga teori tersebut belum menjelaskan
efektifitas manajemen secara komprehensif. Penekanan
masing-masing teori berbeda dan masing-masing teori
memiliki kelemahan yang harus ditutup dengan teori yang
lain. Lebih lanjut dalam beberapa penelitian sebelumnya
masih terjadi pertentangan antara hasil penelitian yang
membuat terjadinya perdebatan akan hasil dari studi yang

telah dilaksanakan.
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BAB Il
ARAH PERKEMBANGAN KONSEP
KEADILAN ORGANISASI

Sebagian besar penelitian dalam beberapa literature
tentang keadilan organisasi telah lebih focus pada
konsekuensi terkait dengan pekerjaan persepsi keadilan
karyawan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa karyawan
yang merasa diperlakukan secara adil akan cenderung lebih
puas dengan pekerjaan mereka, lebih terlibat dalam
pekerjaan mereka, dan biasanya merasa lebih mudah untuk
mengidentifikasi diri dengan organisasi. Pekerja lebih
cenderung mempercayai organisasi tempat bekerja dan
menerima peringkat kinerja yang lebih baik dari atasan.
Ketika pekerja memandang keadilan, tingkat keterlibatan dan
perilaku untuk membantu akan lebih meningkat. Di lain
pihak, persepsi ketidakadilan dapat memicu emosi negatif
seperti kemarahan, penghinaan dan kesedihan. Pekerja
yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung lebih
mangkir dari pekerjaan, dan memiliki keinginan yang lebih
kuat untuk meninggalkan organisasi. Sekarang ini,
penelitian-penelitian yang dilakukan telah
mempertimbangkan peran persepsi keadilan pada tempat
kerja sebagai predictor kesehatan psikososial. Ada semakin
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banyak bukti bahwa persepsi keadilan ditempat kerja
berhubungan dengan kesehatan mental dan fisik individu.
Namun, hubungan antara persepsi keadilan organisasi dan
dampaknya pada kesehatan masih perlu dipelajari lebih
lanjut. (Ambrose & Schminke, 2009; Cohen-Charash &
Spector, 2001; Colquitt et al, 2001; Colquitt et al, 2013;
Elovainio, Kivimaki & Vahtera, 2002; Ambrose et al, 2013)

Studi-studi tentang keadilan dalam organisasi telah
memberikan penjelasan bahwa focus pada hubungan
langsung antara persepsi keadilan organisasi dan hasil kerja
pegawai sedang mengalami penurunan. Sebaliknya, proses
berbeda dimana persepsi terhadap keadilan dalam
organisasi terkait dengan hasil kerja lebih menarik.
Pandangan ini juga dapat diadopsi untuk perspektif baru
terkait persepsi keadilan organisasi dengan hasil kesehatan
dan non pekerjaan; untuk memahami hubungan antara
keadilan ditempat kerja dan hasil kesehatan individu.
Meskipun beberapa referensi yang membahas tentang
keadilan organisasi dan hubungannya dengan hasil non
kerja dan kesehatan pekerja telah mengalami peningkatan,
keadaan yang mengemukakan kenapa hal itu bisa terjadi
dan alasan mengapa persepsi keadilan organisasi terkait
dengan hasil non kerja dan kesehatan sebagian besar belum
diketahui. Cara lain untuk mempelajari proses yang

mendasari hubungan antara persepsi keadilan organisasi
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dan hasil pekerjaan dan kesehatan adalah dengan mencoba
memahami apa yang terjadi dalam individu pekerja secara
mendalam ketika keadilan ditempat kerja dirasakan terlebih
khusus ketika persepsi ini berubah menjadi respon dari
pekerja. Keadilan dalam perspektif organisasi sebagai

respon/ stimulus.
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BAB Il
KEADILAN ORGANISASI:
DEFINISI, DIMENSI DAN INSTRUMEN
PENGUKURAN

1. Kesetaraan dan Keadilan

Teori tentang kesetaraan didasarkan pada premis yang
sederhana yaitu bahwa semua orang dalam organiasi ingin
diperlakukan secara adil. Teori ini mendefinisikan kesetaraan
sebagai keyakinan bahwa para pekerja diperlakukan secara
adil dalam hubungannya dengan orang lain dan
ketidakadilan sebagai keyakinan bahwa pekerja diperlakukan
tidak adil dibandingkan dengan pekerja yang lain. Teori
ekuitas merupakan salah sati dari beberapa rumusan teoritis
yang diturunkan dari proses perbandingan sosial.
Perbandingan sosial melibatkan evaluasi situasi pekerja
dalam kaitannya dengan situasi orang lain. Semua orang
dalam organisasi membentuk persepsi tentang kesetaraan
perlakuan mereka melalui empat proses tahapan. Pertama,
pekerja mengevaluasi bagaimana mereka diperlakukan oleh
perusahaan. Kedua, pekerja membentuk persepsi tentang
bagaimana perbandingan satu dengan yang lain dalam hal

perlakuan dalam organisasi. Ketiga, pekerja
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membandingkan keadaan mereka sendiri dengan keadaan
orang lain dan kemudian menggunakan perbandingan ini
sebagai dasar untuk membentuk kesan kesetaraan atau
ketidakadilan. Keempat, tergantung pada kekuatan
perasaan, pekerja tersebut dapat memilih untuk mengejar

satu atau lebih alternative yang ada.
2. Keadilan Organisasi

Dalam organisasi, keadilan adalan berkaitan dengan
aturan dan norma-norma sosial yang mengatur seperti apa
hasil harus didistribusikan, prosedur yang digunakan untuk
membuat keputusan yang akan didistribusikan tersebut dan
bagaimana pekerja diperlakukan secara interpersonal (Bies
& Tripp, 1996).

Keadilan dalam organisasi lebih menekankan pada
keputusan, persamaan yang dirasakan, keadilan itu sendiri
serta hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya
dan juga menggambarkan persepsi individu mengenai
keadilan dalam tempat kerja. Keadilan dalam organisasi
berpusat pada dampak dari pengambilan keputusan
manajerial, persepsi kualitas, hubungan antara faktor
individu dan situasional serta menjelaskan persepsi kedilan

individu dalam suatu organisasi

Keadilan organisasi adalah keseluruhan persepsi

tentang apa yang adil di tempat kerja. Keadilan organisasi
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adalah sejauh mana individu percaya akan hasil yang
diterima dan cara individu diperlakukan dalam perusahaan
secara adil, setara dan sesuai dengan standar moral dan
etika yang diharapkan, yang telah diterapkan untuk
menyelidiki berbagai perilaku dan perilaku yang televan

secara organisasi.
3. Dimensi Keadilan Organisasi
Dimensi keadilan organisasi (Robbins & Judge, 2015)

a. Keadilan Distributif (Distributive Justice), merupakan
persepsi keadilan hasil dalam jumlah pemberian
penghargaan yang diterima antar individu atau
karyawan. Keadilan distributif mengacu pada persepsi
yang dimiliki karyawan terhadap keadilan yang
dirasakan dari hasil yang diterima karyawan dalam
organisasi. Keadilan distributif dinilai dalam tiga
perspektif yaitu:

e Ekuitas (Equity), menghargai karyawan
berdasarkan kontribusi yang telah bekerja
diperusahaan

e Kesetaraan (Equality), setiap karyawan mempunyai
kesempatan yang sama dalam hasil atau
kompensasi

e Kebutuhan (Need), memberikan hasil keuntungan

berdasarkan kebutuhan pribadi karyawan
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b. Keadilan Prosedural (Procedural Justice), merupakan
persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan
yang digunakan untuk menentukan hasil atau
penghargaan yang didistribusikan. Keadilan
proseduran mengacu pada persepsi karyawan tentang
keadilan di perusahaan terhadap peraturan dan
prosedur yang mengatur dalam menjalankan suatu
proses. Ketidakberpihakan, kesempatan untuk
didengar dan dasar keputusan merupakan prinsip-

prinsip keadilan procedural.

Suatu keadilan organisasi dapat dipersepsikan oleh
karyawan sebagai sesuatu yang adil yang mempunyai

(6) kriteria yaitu:

e Konsisten (Consistency), semua karyawan
diperlakukan sama di dalam perusahaan dan
mengikuti prosedur atau peraturan yang telah
ditetapkan perusahaan

e Kunci Bias (Lock of Bias), tidak ada orang atau
kelompok yang dipilih dan mau untuk diskriminasi
atau penganiayaan di dalam perusahaan

e Akurasi (Accuracy), keputusan yang dibuat harus di
dasarkan pada informasi yang akurat, jelas dan
dapat dipercaya
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e Representasi (Representation), pemangku
kepentingan yang tepat harus memiliki pendapat
masing-masing dalam sebuah keputusan

e Koreksi (Correction), ada proses banding atau
mekanisme lain untuk memperbaiki keputusan yang
salah

e Etika (Ethics), norma perilaku harus mengikuti
standar moral dan etika yang berlaku dan tidal
boleh dilanggar

. Keadilan  Interaksional  (Interactional  Justice),
mencerminkan persepsi karyawan tentang keadilan
pada aspek interaksi yang tidak didata dari
procedural. Keadilan interaksional mencakup berbagai
tindakan di dalam perusahaan yang menunjukkan
kepekaan sosial, seperti supervisor memperlakukan
bawahannya dengan hormat dan martabat. Keadilan
interaksional merupakan perlakuan adil yang diterima
karyawan selama proses pengambilan keputusan dan
alokasi yang diterima karyawan selama proses
pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya
yang mengacu pada kejujuran, kebenaran, kepatuhan
dan penghargaan. Terdapat 2 (dua) bentuk keadilan
interaksional yaitu:

e Keadilan interpersonal (Interpersonal Justice),
mencerminkan derajat dimana karyawan

diperlakukan dengan sopan dan bermartabat dan
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dihormati oleh pihak berwenang di dalam
perusahaan

e Keadilan informasional (Informational Justice),
berfokus pada penjelasan yang diberikan kepada
orang-orang ditempat kerja yang menyampaikan
informasi tentang mengapa prosedur digunakan
dengan cara tertentu atau mengapa hasilnya di

distribusikan dengan cara tertentu

Faktor yang mempengaruhi keadilan organisasi menurut
Rejeki (2015) adalah:

a. Karakteristik Tugas. Sifat dari pelaksanaan tugas
karyawan beserta segala konsekuensinya yang harus
diterima. Kejelasan dari karakteristik tugas dan proses
evaluasi yang akan meningkatkan persepsi karyawan
terhadap keadilan diperusahaan

b. Tingkat Kepercayaan Bawahan. Sejauh mana
kepercayaan karyawan terhadap atasan (peran dan
kepemimpinannya) didalam perusahaan. Semakin
tinggi kepercayaan pada atasannya maka akan
meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan
organisasi diperusahaan

c. Frekuensi Feedback. Semakin sering feedback yang
dilakukan maka akan semakin meningkatkan persepsi
karyawan terhadap  keadilan  organisasi  di

perusahaan.
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d. Kinerja Manajerial. Sejauh mana peraturan yang
terdapat ditempat kerja dapat diterapkan dengan adil
dan konsisten serta menghargai karyawan tanpan ada
bias personal, maka akan semakin meningkatkan
persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi
diperusahaan

e. Budaya Organisasi. Persepsi mengenai system dan
nilai yang dianut dalam suatu organisasi juga dapat
berpengaruh pada meningkatnya persepsi karyawan

terhadap keadilan organisasi pada perusahaan

4. Instrumen Pengukuran Keadilan Organisasi

Untuk mengetahui bagaimana persepsi keadilan
organisasi pada karyawan pada organisasi, maka disusunlah
kuesioner dan panduan wawancara untuk mengumpulkan
data. Desain untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Introduction. Diawali dengan perkenalan sebelum
melakukan interview

b. Screening. Bagian ini ditujukan untuk melakukan
identifikasi apakah responden yang menjadi sampel
merupakan bagian dari population of interest atau tidak.

c. Main Question. Bagian ini ditujukan untuk mengetahui

persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi serta
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kepuasan kerja dan dampak lainnya yang dirasakan
selama bekerja di perusahaan

. Profil Responden. Bagian ini ditujukan untuk melihat
profil demografis responden yang terdiri dari pertanyaan
mengenai bentuk perusahaan, lama bekerja, usia, status

dan pendidikan terakhir responden.
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BAB IV
KEADILAN ORGANISASI:
DAMPAK TERHADAP PERILAKU KERJA
SUMBER DAYA MANUSIA

Memahami dan memprediksi sikap dan perilaku kerja
serta dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan
karyawan secara umum merupakan focus penting dari
psikologi organisasi dan dapat ditemukan dalam beberapa
penelitian. Studi telah memberikan bahwa sikap kerja yang
positif memiliki konsekuensi organisasi yang terukur, seperti
peningkatan laba dan loyalitas pelanggan. Selain itu,
kesehatan fisik yang baik didapati terkait dengan
peningkatan produktivitas. Sejumlah penelitian memprediksi
dampak dari ketidakhadiran karena sakit dan penyakit akibat
stress kerja menjadi besar, oleh karena itu banyak
perusahaan mengadopsi pandangan bahwa mengurangi
penyakit terkait pekerjaan pada akhirnya akan meningkatkan
kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir pandangan tentang
kesejahteraan ditempat kerja telah bergeser dari
menganggap stress terkait pekerjaan sebagai biaya bisnis
menjadi pandangan terhadap kesejahteraan dan kesehatan
karyawan sebagai suatu keuntungan perusahaan. Penelitian

tentang keadilan organisasi menunjukkan bahwa persepsi
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keadilan ditempat kerja dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku kerja individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi keadilan di tempat kerja juga dapat mempengaruhi
kehidupan pribadi individu dan kesehatan pekerja (Robbins,
Ford & Tetrick, 2012; Harter, Schmidt, & Hayes, 2002;
Donald et al, 2005; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng,
2001)

Konsep kesejahteraan dianggap sebagai konstruksi
multidimensi yang mencakup persepsi subjektif seseorang
mengenai kepuasan dalam hidup dan bidang lain, seperti
pekerjaan. Dalam psikologi organisasi, sikap kerja yang
positif dan perilaku kerja serta kesehatan mental dan fisik
membentuk konsep multidimensi kesejahteraan inidividu.
Seseorang yang menderita stress ditempat kerja lebih
cenderung tidak puas ditempat kerja, mungkin mengurangi
upaya kerjanya dan mungkin berpikir untuk meninggalkan
organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan beberapa tahun
belakangan ini mulai mempertimbangkan peran persepsi
keadilan ditempat kerja sebagai predictor psikososial
kesehatan. Terdapat banyak bukti bahwa persepsi keadilan
ditempat kerja berhubungan dengan kesehatan mental dan
fisik individu, namun hubungan antara persepsi keadilan
organisasi dan hasil kesehatan belum dipahami dengan baik.
(Diener, 2000; Jarvis, MacKenzie & Podsakoff, 2003;
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Robertson & Cooper, 2011; Kern, Waters, Adler & White,
2014; Elovainio, Kivimaki, & Vahtera, 2002)

Salah satu cara untuk lebih memahami hubungan antara
persepsi keadilan ditempat kerja dan dampaknya terhadap
sumber daya manusia adalah dengan menginvestigasi
kapan hubungan tersebut lebih kuat atau lebih lemah dengan
memeriksa kondisi dimana persepsi keadilan berlaku dan
tidak memprediksi hasilnya. Dalam literature keadilan
keadilan, faktor kepribadian seperti harga diri dan
keramahan serta faktor kontekstual seperti struktur
organisasi telah diteliti sebagai faktor yang dapat mengubah
atau memoderasi hubungan antara persepsi keadilan dan
hasil kerja. Namun ada faktor ditempat kerja yang berbeda
untuk individu dalam organisasi yang sama. Salah satunya
adalah lingkungan kerja yang dapat mengacu pada
lingkungan kerja fisik, misalnya desain workstation dan
ketersediaan cahaya dan udara. Hal ini juga dapat merujuk
pada lingkungan kerja psikologis, yang dicirikan oleh
bagaimana oleh bagaimana karyawan memandang
pekerjaan mereka, apa yang diminta dari mereka dan apa
yang tersedia bagi mereka untuk membuat pemenuhan
tuntutan ini menjadi. Lingkungan kerja psikologis adalah
predictor penting untuk sikap, perilaku dan hasil kesehatan
karyawan ditempat kerja dan kesejahteraan secara umum.

Oleh karea itu, penting untuk memahami sejauh mana
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keadilan organisasi berinteraksi dengan faktor-faktor
dilingkungan kerja dalam membentuk hasil kerja dan
kesehatan individu. Ini dapat dicapai dengan memeriksa
apakah persepsi keadilan suatu organisasi memiliki efek
yang sama pada kesejahteraan individu terlepas dari
bagaimana lingkungan kerja dipersepsikan. (Conlon, Meyer
& Nowakowski, 2005; JV Johnson & Hall, 1988; Karasek,
1979; Karasek & Theorell, 1990; de Lange et al, 2011; de
Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2004; Hausser,
Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2014; van der Doef &
Maes, 1998, 1999)

Dalam mempelajari hubungan antara persepsi keadilan
organisasi dan hasil pekerjaan dan kesehatan adalah
dengan mencoba memahami apa yang terjadi “di dalam”
individu ketika keadilan ditempat kerja dirasakan dan
khususnya proses dimana persepsi ini berubah menjadi
reaksi individu. Hagedoorn, Buunk & van de Vliert
menggambarkan hubungan antara keadila dan hasil sebagai
kotak hitam. Untuk memahami langkah-langkah antara
persepsi keadilan dan sikap perilaku terkait pekerjaan,
penelitian membuat kemajuan dalam membuka kotak hitam
ini, tetapi tidak cukup berkaitan dengan hasil diluar
pekerjaan. Meskipun ada teori yang mencoba menjelaskan
proses perantara tentang bagaimana persepsi keadilan

meningkatkan perilaku menolong individu, kerjasama, dan
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perilaku penarikan diri, masih kurang dijelaskan bagaimana
persepsi keadilan sebagai sebuah penilaian terhadap tempat
kerja dapat mempengaruhi hasil kesehatan individu.
Beberapa studi empiris yang tersedia telah melihat baik pada
respon organisasi terhadap work-family karyawan atau saat
tidur sebagai faktor mediasi dari hubungan justice-health.
Lebih banyak pendekatan kognitif telah diabaikan, selain itu
individu berbeda dalam penilaian mereka tentang apa yang
terjadi pada mereka dan dalam reaksi mereka terhadap
keadilan yang dirasakan. (Blader & Tyler, 2005; Moorman &
Byrne, 2005; Greenberg, 2010; Judge & Colquitt, 2004;
Elovainio, Kivimaki, Vahtera, Keltikangas-Jarvinen &
Virtanen, 2003).

Dikarenakan kekuasan dalam organisasi biasanya
berada pada atasan, dimana sering terjadi ketidakadilan
pada bawahan, menjadikan kesempatan bagi bawahan
untuk menghadapi secara langsung dan kondisi untuk
mengembalikan keadilan biasanya terbatas. Pendekatan
yang sering diterapkan, terutama jika itu adalah satu-satunya
pilihan yang tersedia bagi bawahan dalam hubugannya
dengan atasan adalah mencoba mengguakan kekuatan
mereka dan memulihkan keadilan dengan menolak
perubahan yang diberlakukan. Faktanya perubahan itu
sendiri mungkin memerlukan penolakan karena selain tidak

adil, perubahan itu juga mungkin tidak benak. Organisasi
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mungkin melakukan hal yang salah atau melakukannya
dengan salah. Dalam kasusu ini, organisasi dapat
memperoleh keuntungan dari beberapa tingkat resistensi
terhadap perubahan. (Homans, 1961; Jermier, Knights &
Nord, 1994; Folger & Skarlicki, 1999; Fiorelli dan Margolis,
1993; Paterson & Cary, 2002)

Studi sebelumnya memberikan kepastian bahwa
keadaan kognitif dapat memengaruhi reaksi afektif dan sikap
serta perilaku kerja dapat dipengaruhi oleh kognisi.
Dukungan terhadap pendapat tersebut yaitu persepsi
keadilan mempengaruhi emosi positif dan negative,
meskipun emosi negatif biasanya dialami dari hasil yang
tidak adil jika hasil dan prosedurnya dianggap tidak adil.
Sebagai bagian dari studi respons emosional terhadap
perubahan, berfokus pada kecemasan. Mereka menemukan
bukti bahwa evalusasi positif secara langsung mengurangi
kecemasan tentang perubahan, dan secara tidak langsung,
dengan meningkatkan keadilan yang dirasakan dari hasil.
Mereka menemukan bahwa program perubahan, pentingnya
peristiwa tertentu cenderung beradaptasi dengan informasi
yang baru dikomunikasikan, efek dari prosedur perubahan,
dan persepsi keadilan yang memengaruhi evaluasi individu
atas peristiwa tersebut, yang mengakibatkan emosi yang
berfluktuasi dan hasil akhirnya. Namun konsep keadilan

yang dipersepsikan yang memiliki hubungan kausal dengan
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emosi telah dibuktikan sejauh Adams (1965), yang
mengajukan melalui prinsip melalui prinsip teori ekuitas
bahwa ketika seseorang diremehkan mereka akan merasa
marah, dan ketikan mereka dihargai akan mengalami
perasaan bersalah dan kemudian berusaha untuk

meningkatkan hasi kerjanya.
1. Komitmen Organisasi

Konsep komitmen memiliki peran penting dalam filosofi
manajeman sumber daya manusia. Kebijakan manajemen
sumber daya manusia dirancang untuk memaksimalkan
integrase organisasi, komitmen karyawan, fleksibilitas dan
kualitas kerja. Komitmen mengacu pada keterikatan dan
kesetiaan. Hal ini terkait dengan perasaan individu tentang
organisasi mereka. Komitmen adalah kekuatan relative dari
identifikasi individu dengan dan keterlibatan dalam
organisasi tertentu. Tiga karakteristik komitmen yang
diidentifikasi oleh Mowday et al (1982) yaitu:

a. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota
organisasi

b. Keyakinan yang kuat dan penerimaan, nilai-nilai dan
tujuan organisasi

c. Kesiapan untuk mengerahkan upaya yang cukup besar

atas nama organisasi
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Definisi komitmen menekankan pada pentingnya perilaku
dalam menciptakan komitmen. Komitmen adalah keadaan
keberadaan dimana seorang individu menjadi terikat oleh
tindakannya pada keyakinan yang menopang aktivitasnya
dan keterlibatannya sendiri. Tiga ciri perilaku penting dalam
mengiakt individu pada tindakan mereka yaitu visibilitas
tindakan, sejauh mana hasil tidak dapat dibatalkan, dan
sejauh mana pekerja tersebut melakukan tindakan secara
sukarela. Komitmen juga dapat ditingkatkan dan
dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan demi tujuan dan
kepentingan organisasi melalui cara-cara seperti partisipasi
dalam keputusan tentang tindakan. (Guest, 1987; Porter et
al, 1974, Salancik, 1977)

Ada dukungan yang cukup besar bahwa hubungan
terbentuk antara persepsi individu tentang keadilan
organisasi dan komitmen terhadap organisasi. Penilaian
yang dibuat karyawan tentang keadilan prosedural dan
perlakuan interaksional anggota tersebut oleh organisasi
telah didapati mempengaruhi tingkat komitmen organisasi
yang mereka alami. Studi yang sama juga mengakui bahwa
keadilan distributif telah ditemukan paling berpengaruh pada
hasil referensi orang yang lebih spesifik seperti kepuasan
dengan kenaikan gaji atau evaluasi kinerja daripada hasil
yang direferensikan system seperti komitmen organisasi.

Keadilan prosedural lebih berpengaruh terhadap dukungan
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pegawai untuk organisasi daripada keadilan distributif dan
dalam model keadilan dua faktor ini diperkuat dalam
penelitian lain. Sebaliknya keadilan distributif telah
diidentifikasi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan
komitmen organisasi jika dibandingkan dengan dimensi
keadilan prosedural dan interaksional. (Rupp & Cropanzano,
2002; McFarlin & Sweeney, 1992; Sweeney & McFarlin,
1993; Tyler,1990; Folger & Konovsky, 1989)

2. Organizational Citizenship Behavior

Pekerja terus-menerus mengerahkan perilaku
dekresioner yang melebihi persyaratan peran formal mereka
dan meningkatkan fungis keseluruhan organisasi. Perilaku ini
dikenal sebagai perilaku peran ekstra. Tiga tipe dasar
perilaku karyawan yang sangat penting untuk efektivitas
keseluruhan system organisasi yaitu, pertama bahwa setiap
orang harus dibujuk untuk masuk dan tetap berada di dalam
system, kedua orang harus membawa tugas peran mereka
dengan cara yang dapat diandalkan, dan ketiga harus ada
aktivitas inovatif dan spontan dalam mencapai tujuan
organisasi yang melampaui spesifikasi peran. Contoh

perilaku peran ekstra termasuk diantaranya yaitu:

a. Tindakan yang melindungi organisasi dan propertinya
b. Saran yang membangun untuk perbaikan organisasi

c. Pelatihan mandiri dan tanggung jawab tambahan
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d. Menciptakan iklim yang menguntungkan bagi organisasi
dilingkungan sekitarnya
e. Kegiatan yang kooperatif.

Dengan demikian perilaku peran ekstra terdiri dari
kontribusi informal yang dapat dipilih pekerja untuk membuat
atau menahan tanpa memperhatikan pertimbangan sanksi
insentif normal (Cohen & Col, 2004; Smith et al, 1983; Bolon,
1997; Coyle-Shapiro, 2002; Katz, 1964).

OCB didefinisikan sebagai perilaku yang diskresioner
tetapi tidak secara eksplisit dihargai, dengan tujuan
meningkatkan fungsi organisasi dan sebagian besar
dimotivasi oleh persepsi keadilan. Menjadi elemen
fundamental dari hubungan pertukaran sosial pegawai dan
organisasi, OCB telah didapat memiliki hubungan yang lebih
kuat dengan keadilan prosedural dibandingkan dengan
keadilan distributif. Ada juga bukti bahwa OCB terkait
dengan pertukaran dengan agen organisasi (yaitu
supervisor, line manajer) dan oleh karena itu mereka juga
dapat dipengaruhi oleh persepsi keadilan interaksional
(Skarlicki & Latham, 1996; Organ, 1990; Ball, Trevino &
Sims, 1994; Moorman, 1991)

3. Keinginan untuk meninggalkan organisasi

Meninggalkan pekerjaan (pengunduran diri), secara

umum adalah pengunduran diri pekerja baik secara sukarela
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atau tidak dari organsiasi. Pada umumnya pengunduran diri
terjadi dengan mengikuti proses tertentu. Salah satu tahapan
terpenting dalam proses ini adalah muncul niat atau
keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Dalam konsep ini,
niat untuk meninggalkan pekerjaan dikatakan sebagai
pemikiran seseorang untuk secara serius meninggalkan
pekerjaan saat ini. Niat untuk pergi dari pekerjaan saat ini
dapat disebabkan dari berbagai faktor eksternal seperti
peluan kerja lain atau untuk alasan yang unik bagi individu,
atau dari faktor organisasi. Sedikit penelitian tentang efek
keadilan organisasi pada niat pegawai untuk meninggalkan
organisasi. Proses yang mendasari melalui keadilan
organisasi yang mengarah pada pergantian pegawai
sebagian besar masih belum diketahui. Penelitian lebih
mendalam terhadap efek dukungan organisasi yang
dirasakan sebagai mediator dalam hubungan antara model
dua faktor keadilan distributif dan prosedural serta niat untuk
meninggalkan organisasi memberikan bukti hubungan yang
signifikan. Hasil ini memberikan bukti pendukung lebih lanjut
tentang pentingnya keadilan organisasi dalam hubungan
pertukaran sosial pegawai dan pemberi kerja serta wawasan
lebih lanjut tentang mekanisme yang dipertahankan. (Loi,
Hang-Yue & Foley, 2006; Price, 1977; Mor Barak et al, 2001;
Cotton & Tuttle, 1986)
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Persepsi keadilan organisasi juga dapat memprediksi
niat pekerja untuk berhenti. Keadilan organisasi memiliki
hubungan negative dengan niat untuk meninggalkan
organsiasi. Ketika persepsi keadilan pekerja terhadap
organisasi tinggi maka kinerja mereka ditempat kerja
meningkat, dan niat mereka untuk meninggalkan pekerjaan
menurun (Yigun, 2012; Iscan & Naktiyok, 2004; Bayarcelik &
Findikli, 2016)

4. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah sebuah konsep yang sulit
dengan berbagai dimensi yang ada didalamnya. Kepuasan
pekerjaan adalah reaksi emosional yang ditujukan pekerja
terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan pekerjaan adalah
kebahagiaan yang dimiliki pekerja dengan pekerjaan yang
sedang mereka lakukan, selain itu itu kepuasan kerja bisa
dilihat dalam konteks sikap umum pekerja terhadap
pekerjaan yang dilakukan serta penilaian positif atau
negative tentang berbagai aspke lingkungan kerja. Hal ini
dapat dilihat pada pekerja dengan cara yang berbeda
sebagai akibat dari tinggi rendahnya kepuasan dengan
pekerjaan yang ada tergantung pada aspek yang
mempengaruhi kepuasan terhadap pekerjaan tersebut.
Kepuasan terhadap atasan juga dapat mempengaruhi,
tergantung pada sikap dan efikasi atasan bergantung pada

peran dan tujuan dari pekerja. Oleh karena itu sebuah teori
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yang berkaitan dengan hal tersebut dikembangkan dalam
kaitannya dengan kepuasan dengan atasan dengan
menunjukkan interaksi antara atasan dan anggota dalam
organisasi dalam hal ini adalah pekerja. Dalam interaksi
tersebut merupakan hubungan dua arah antara atasan dan
pekerja. Teori ini mengasumsikan bahwa atasan tidak
memperlakukan pekerja dengan cara yang sama dan
berfokus pada hubungan timbal balik yang dibanugun setiap
atasan dengan pekerjanya. Dampaknya para atasan tidak
memiliki interaksi yang sama dikarenakan mereka memiliki
waktu dan sumber daya yang terbatas. Dalam hubungan ini,
tingkat kepercayaan yang tinggi, rasa hormat dan kepatuhan
terhadap kewajiban merupakan penentu utama dari interaksi
ini. Terlihat dari beberapa studi yang dilakukan bahwa ketika
interaksi ini dipastikan akan memiliki dampak positif pada
hasil bagi para pemimpin, pekerja dan organisasi dengan
kualitas tinggi, memastikan kinerja dan kepuasan kerja yang
tinggi, efisiensi meningkat berkat hubungan yang kuat dan
memuaskan dengan atasan, tingkat turnover pekerja
berkurang dan persepsi positif dengan komitmen yang kuat

akan timbul.

Faktor-Faktor yang dapat memperlihatkan kepuasan
kerja yaitu: berdasarkan sebuah penilain mengenai alasan
dari pekerja, alasan terkait pekerjaan dan lingkungan kerja,

hubungan antar pribadi dan performa umum perusahaan,
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kondisi kerja dan keamanan Kkerja, dapat menunjukkan
bahwa tingkat kepuasan yang tinggi dengan pekerjaan
tergantung pada faktor-faktor tersebut dengan memiliki efek
positif terhadap kinerja. (Hoppock, 1935; Hackman &
Oldham, 1975; Iverson & Maguire, 2000; Van Breukelen,
Schyns & Blanc, 2006; Dansereau, Graen & Haga, 1975;
Gerstner & Day, 1997; Graen & Uhl-Bien, 1995;
Truckenbrodt, 2000; Pellegrini & Scandura, 2006; Liden &
Maslyn, 1999; Scandura & Schriesheim, 1994; Liden &
Graen, 1980; Klein & Kim, 1998; Kalkavan et al., 2014)

5. Kebahagian dalam Kerja (Happines at Work)

Kebahagian ditempat kerja adalah ketika seseorang
merespons dan menikmati apa yang dia lakukan ditempat
kerja. Secara keseluruhan kebahagiaan dalam konteks kerja
dapat diklasifikasikan dalam kelompok, kepuasan Kkerja,
keterlibatan, komitmen, kesejahteraan, psikologis dan
tentunya kenikmatan di tempat kerja. Kebahagiaan ditempat
kerja berarti situasi dimana pekerja melakukan pekerjaannya
merasa senang dan tidak merasa bahwa dia sedang bekerja,
efisien dan mencapai tujuan yang ditargetkan, baik di level
personel maupun organisasi. Lima faktor penyebab
kebahaian ditempat kerja yaitu:

a. Inspirasi pekerjaan, karyawan puas dengan pekerjaan

yang ditugaskan dan mampu mencapai tujuan
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b. Nilai bersama organisasi, perilaku kolektif dan budaya
organisasi

c. Interaksi, terdapat hubungan, ikatan kelompok dan
penerimaan antara rekan kerja

d. Kualitas kehidupan dan kerja, hubungan antara 3 elemen
kunci yaitu lingkungan kerja, partisipasi pekerja dan
humanisasi kerja. Keseimbangan yang baik antara tiga
elemen ini menghasilkan kepuasan kolektif yang
mengarah pada tingkat efisiensi tertinggi

e. Kepemimpinan, para eksekutif atau pimpinan organisasi
menciptakan kebahagian bagi anggotanya ketika mereka
bekerja dengan memotivasi, memberikan kesadaran dan
dedikasi pada para pekerja. Pemimpim juga dapat
terlibat dalam komunikasi 2 arah yang transparan
dengan para pekerja. (Chawsithiwvong, 2007,
Maenapothi, 2007; Chaiprasit & Santidhirakul, 2011;

Salas-vallina et al., 2018).

6. Kesejahteraan (Wellness)

Kesejahteraan pekerja tergantung dari  kualitas
kehidupan kerja yang diberikan oleh pemberi Kkerja.
Perasaan puas dan bahagia yang muncul dari pekerjaan itu
sendiri dan lingkungan kerja, termasuk ketentuan yang
dibuat untuk kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.

Terdapat tiga alasan mengapa organisasi harus
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memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Pertama yang
merupakan paling penting yaitu organisasi memiliki
kewajiban untuk merawat dan hal ini berarti mengambil
dasar pendekatan yang bertanggung jawab secara sosial
untuk menjaga pekerja-pekerja dalam organisasi. Kedua,
organisasi  perlu berkonsentrasi untuk menciptakan
lingkungan kerja yang baik tidak hanya karena tugas mereka
untuk melakukannya, tetapi juga sebagai sarana untuk
meningkatkan keterlibatan dalam organisasi. Ketiga,
organisasi berkepentingan untuk melakukannya karena hal
ini akan meningkatkan pekerja mereka untuk berkomitmen
pada organisasi dan membantu pekerja untuk menjadikan

tempat bekerjanya sebagai tempat terbaik untuk bekerja.

Lingkungan kerja terdiri dari system kerja, desain
pekerjaan, kondisi kerja dan cara pekerja diperlakukan
ditempat kerja oleh atasan dan rekan kerja mereka.
Kesejahteraan akan tercapai apabila mempertimbangkan
kebutuhan orang-orang yang dalam organiasi dalam
merancang system kerja dan pekerjaan-pekerjaan yang akan
di kerjakan. Kondisi kerja harus memenuhi persyaratan
kesehatan dan keselamatan. Cara pekerja diperlakukan
adalah masalah perilak manajerial, mencapai keseimbangan
kehidupan kerja dan menangani masalah seperti stress,
pelecehan ditempat kerja dan intimidasi. Kebijakan dan

program kesehatan dan keselamatan berkaitan dengan
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melindungi pekerja dan orang lain yang akan terkena
dampak oleh apa yang dihasilkan dan dilakukan organisasi
terhadap bahaya yang timbul dari pekerjaan atau yang
berhubungan dengan perusahaan. Kebijakan kesehatan dan
keselamatan secara tertulis diperlukan untuk menunjukkan
bahwa top manajemen memperhatikan perlindungan pekerja
dalam organisasi dari bahaya ditempat kerja dan untuk
menunjukkan bagaimana perlindungan ini akan dilakukan.
Oleh karena itu pertama harus diumumkan pernyataan niat,
kedua definisi cara untuk mewujudkan niat tersebut, dan
ketiga pernyataan pedoman yang harus diikuti oleh semua
orang dalam organisasi yang berarti semua pekerja dalam

menerapkan kebijakan.

Beberapa bentuk dan dimensi yang paling sering ditemui
dalam studi tentang kesejahteraan pekerja yaitu, pertama
terdapat kesejahteraan terkait dengan kebahagian yang
didasarkan pada pengalam subjektif dan fungsi ditempat
kerja. Hal ini secara empiris diproksikan melalui kepuasan
kerja. Kedua ada dimensi kesehatan dan kesejahteraan yang
mengacu pada ukuran fisiologis objektiv dan pengalaman
subjektif dari kesehatan tubuh. Hal ini diukur melalui stress
kerja. Terakhir yaitu kepercayaan pada manajemen
mengukur dimensi kesejahteraan sosial yang mengacu pada
kualitas hubungan antara pekerja dan pemberi kerja atau

atasan. (Grant, Christianson & Price, 2007; Origo & Pagani,
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2009; Pouli-akas & Theodossiou, 2010; Salvatori, 2010; Van
de Voorde et al, 2012; Celma et al., 2018)
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BAB V
KEADILAN ORGANISASI:
PENDEKATAN METODOLOGI

Metode yang digunakan untuk melihat konsep keadilan
dalam organisasi adalah dengan menggunakan metode
kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan
atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Tujuan
utama menggunakan metode deskriptif adalah untuk
menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara
berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa
sebab-sebaba dari suatu gejala tertentu. Melalui penelitian
kualitatif, dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang
mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. (Taylor dan
Bogdan 1990, Consuelo Sevilla 1993).

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu
suatu pendekatan yang bertujuan memahami respon atas
keberadaan masyarakat, serta pengalaman yang dipahami
dalam berinteraksi. Fenomenologis digunakan untuk
menggambarkan bagaimana perlaku memahami keadilan
dan komitmen dalam organisasi. Dengan demikian, maka
metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu

metode penelitan yang digunakan untuk meneliti pada
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kondisi yang alamiah adalah sebagai instrument kunci,
dengan teknik pengambilan data secara trianggulasi
(gabungan).

Alasan menggunakan kualitatif adalah karena jenis
penelitian ini berlandaskan pemahaman akan realitas sosial
berdasarkan konteksnya dan mengganggap realitas sosial
sebagai proses dan merupakan produk dari konstruksi
sosial. Jenis penelitian kualitatif juga berusaha memahami

pembentukan makna secara utuh di dalam diri seseorang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
fenomenologi. Fenomenologi adalah  studi tentang
pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita
memahami suatu objek dan peristiwva yang menjadi
pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu juga
fenomenologi merupakan gagasan mengenai bagaimana
seharusnya dalam memandang realitas sosial, fakta sosial

atau fenomena sosial yang menjadi masalah.

Fenomenologi menawarkan model pertanyaan yang
deskriptif, reflektif, interpretative untuk memperoleh esensi
pengalaman. Deskriptif dari fenomenologi berdasarkan
Husserl seorang filosif Jerman dan Hedegger yang
menyatakan bawha struktur dasar dari dunia kehidupan
tertujua pada pengalaman (lived experience) dianggap

sebagai persepsi individu terhadap kehadirannya di dunia.
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Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi
realitas dan pengalaman yang dialami individu,
mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak
Nampak dari pengalaman subyektif individu. Oleh
karenanya, tidak dapat memasukkan dan mengembangkan
asumsi-asumsi. Dalam buku metodologi penelitian kualitatif,

fenomenologi dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal
b. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari

seseorang

Istilah fenomenologi sering dipergunakan sebagai
anggapan umum untuk menunjukkan pada pengalaman
subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui.
Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada
penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif
pertama seseorang. (Littlejohn, Stephen W, Domenici, 2001;
Moleong, Lexy, 2004; Donny Gahral Adian, 2010; Creswell J.
W 1994)

Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang
menekankan pada focus kepada pengalaman-pengalaman
subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Dalam
hal ini, para fenomenologis ingin memahami bagaimana

dunia muncul kepada orang lain.
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Ada beberapa ciri pokok fenomenologi yang dilakukan

yaitu:

a. Fenomenologis  cenderung mempertentangkannya
dengan naturalism yaitu yang disebut objektvisme dan
positivism, yang telah berkembang sejak zaman
Renaisans dalam ilmu pengetahuan modern dan
teknologi

b. Secara pasti, fenomenologis cenderung memastikan
kognisi yang mengacu pada apa yang dinamakan oleh
Husserl. Bukti yang dalam hal ini merupakan kesadaran
tentang untuk benda itu sendiri secara jelas dan berbeda
dengan yang lainnya, dan mencakup untuk sesuatu dari
segi itu

c. Fenomenologis cenderung percaya bahwa bukan hanya
sesuatu benda yang ada dalam dunia alam dan budaya
(Donny Gahral Adian, 2010)

Sebagai bidang filsafat modern, fenomenologi
menyelidiki pengalaman kesadaran, yang berkaitan dengan
pernyataan seperti; bagaimana pembagian antara subjek
dengan objek muncul dan bagaimana sesuatu hal di dunia
diklasifikasikan. Selain itu juga, fenomenolog berasumsi
bahwa kesadaran bukanlah dibentuk karena kebetulan dan
dibentuk oleh sesuatu hal lainnya dari pada diri sendiri.
Demikian juga, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak

ada kontrol diri terhadap kesadaran struktur. Edmund
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Husserl menyatakan bahwa filosofinya merupakan strategi
untuk mengamankan kesadara dari teori-teori reduktivisme
yang ada pada abad 19 dalam bentuk ilmu pengetahuan

alam mekanistik, seperti Frued.

Sebagai sesuatu yang terstruktur, kesadaran
menciptakan dunia yang dialami oleh setia orang. Analisis
fenomenologis berusaha mencari untuk menguraikan ciri-ciri
dari dunia, seperti apa aturan-aturan yang terorganisasikan,
dan apa yang tidak, serta dengan aturan apa objek dan
kejadian itu berkaitan. Aturan—aturan ini bukanlah ciri-ciri
yang berdiri sendiri dari sesuatu dunia objektif menurut
pendapat para fenomenologis hal itu dibentuk oleh
kebermaknaan dan nilai-nilai dalam kesadaran kita yang kita

alami sebagai hal yang berdiri sendiri dari kita

Dalam hal ini, fenomenologi menentang apa yang
epirisme. Sejak klasifikasi objek melibatkan aturan-aturan
organisasional yaitu secara fundamental secara intelektual
dalam teori ilmu pengetahuan. Fenomenologi sangat tidak
potensial bagi ahli-ahli yang kritikal dalam sejarah ilmu
pengetahuan. Dalam pandangan fenomenologis berusaha
memahami arti peristiwva dan kaitan-kaitannya terhadap
orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu
(Basrowi Sukidin, 2002; Donny Gahral Adian. 2010; J.R.
Raco, 2010)
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1. Data dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data kualitatif, melakukan
pendekatan secara langsung kepada informan untuk
mengatami perilaku, pendapat, sikap serta tanggapan
informan terkait dengan subjek. Juga melakukan pendekatan
descriptive analysis untuk menginterpretasikan data yang
diperoleh dengan fakta yang berada dilapangan sehingga

mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategis, karena tujuan utama adalah mendapatkan

data melalui:

a. Observasi. Menurut Nasution (1988) observasi adalah
dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai
dunia kenyataan yang diperoleh melalui obserbasi.
Menurut Mashall (1995) menyatakan melalui observasi,
belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku
tersebut. Oleh sebab itu menggunakan metode
observasi partisipan.

b. Wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara mendalam (in-depth interview).
Wawancara merupakan percakpan dengan maksud

tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu interviewer,
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yang mengajukan pertanyaan dengan interviewee yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan
wawancara mendalam, dapat digali apa yang
tersembunyi  disanuvari  seseorang, baik yang
menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa
yang akan datang. Jenis wawancara yaitu pendekatan
yang menggunakan wawancara tak terstruktur
digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku
atau informasi tunggal. Wawancara tak terstruktu secara
leluasa melacak berbagai segi dana rah guna
mendapatkan informasu yang selengkap mungkin dan
semendalam mungkin (Tatang Arifin, 2003; Sugiyono,
2009; Moleong, Lexy, 2008; Bungin, B, 2003).
Wawancara mendalam dan tak terstruktur yang
dilakukan dapat menjadi sarana pengungkapan
pengalaman seseorang atau individu yang melakukan
pemahaman mengenai situasi dan kondisi dalam
organisasi.

. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan,
seperti buku-buku, laporan atau arsip literatut yang
berkaitan. Teknik ini penulis pergunakan untuk
mendapatkan data tambahan tentang yang sedang/ yang

akan dibahas
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Pengujian Instrumen

. Uji Kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan

terhadap data hasil kualitatif antara lain dilakukan

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat,

analisis kasus negative dan member check

e Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali ke
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi
dengan sumber data yang pernah ditemui maupun
yang baru. Hal ini berarti hubungan dengan
narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab,
semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak
ada informasi yang disembunyikan lagi. Berapa lama
perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan
bergantung pada kedalam, keluasan, dan kepastian
data. Kedalaman artinya apakah ingin menggali data
sampai pada tingkat makna. Keluasan berartu banyak
sedikitnya informasi yang diperoleh. Data yang pasti
adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang
terjadi. Dalam perpanjangan pengamatan untuj
menguji kredibilitas data ini, sebaiknya difokuskan
pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah
data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke
lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila
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setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar

berarti  kredibel, maka waktu perpanjangan

pengamatan dapat diakhiri.

e Meningkatkan Ketekunan. Berarti melakukan
pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka
kepastian data dan urutan peristiva akan dapat
direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal
untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara
membaca berbagai referensi dan dokumentasi
yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan
melakukan hal ini maka wawasan akan semakin
luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk
memeriksa data yang ditemukan apakah benar dan
dapat dipercaya atau tidak

e Triangulasi. Dapat diartkan sebagai pengecekan
data dari berbagau sumber dengan berbagai cara
dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat
triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan
waktu. Triangulasi dapat djuga dilakukan dengan
cara mengecek hasil penelitan.

i. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk
menguiji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber.
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ii. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik untuk
menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda.

iii. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu juga
sering memengaruhi kredibilitas data. Data
yang dikumpulkan dengan teknik wawancara
dipagi hari pada saat narasumber masih segar,
belum banyak masalah, akan memberikan data
yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk
itu dalam pengujian kredibilitas data dapat
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan
wawancara, obserbasi atau teknik lain dalam
waktu atau situasi yang berbeda.

e Analisis Kasus Negatif. Kasus negative adalah
kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil
hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis
kasus negative berarti mencari data yang berbeda
atau bahkan bertentangan dengan data yang telah
ditemkan, berarti data yang ditemukan sudah dapat
dipercaya. Tetapi bila masih mendapatkan data-
data yang bertentangan dengan data yang
ditemukan, maka mungkin akan merubah
temuannya. Hal ini bergantung seberapa besar

kasus negative
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e Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi
yang dimaksud adalah  pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan.

e Mengadakan Member Check. Proses ini adalah
pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi
data. Tujuannya adalah untuk mengetahui
seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan
apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data
yang ditemukan disepakatai oleh para pemberi data
berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin
kredibel. Tetapi apabila data yang ditemukan
dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati
oleh pemberi data, maka perlu melakukan diskusi
dengan pemberi data. Apabila perbedaannya tajam,
maka harus merubah temuan, dan harus
menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh
pemberi data. Jadi tujuan member check adalah
agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan
dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang
dimaksud sumber data atau informan.

b. Uji Transferability. Transferability merupakan validitas
eksternal yang berkaitan dengan derajat kesepakatan
atau diterapkannya hasil ke populasi dimana sampel
tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan
pertanyaan, hingga mana hasil dapat diterapkan atau

digunakan dalam situasi lain.
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c. Uji Dependability. Dilakukan dengan melakukan audit
terhadap keseluruhan proses. Sering terjadi tidak
melakukan proses lapangan, tetapi bisa memberikan
data. Hal seperti ini perlu diuji dependability-nya. Untuk
itulah perlu dilakukan uji ini dengan cara melakukan audit
dengan cara dilakukan oleh auditor yang independen,
atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas.

d. Uji Confirmability. Confirmability diuji kurang lebih sama
seperti uji dependability, sehingga pengujiannya dapat
dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability
berarti menguji hasil, dikaitkan dengan proses yang
dilakukan. Bila hasil merupakan fungsi dari proses yang

dilakukan, maka telah memenuhi standard confirmability

4. Teknik Analisis

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensistesiskan, mencari dan menemukan pola, menemkan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuksan
apa yang dapat dicerminkan kepada orang lain. Secara

umum proses analisis data mencakup

a. Reduksi Data. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya di
identifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang

ditemukan dalam data yang memiliki makna bila
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dikaitkan dengan focus dan masalah. Sesudah satuan
diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding

. Kategorisasi. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah
upaya memilah-milah setuap satung ke dalam bagian-
bagian yang memiliki kesamaan setiap satuan ke dalam
bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori
diberi nama yang disebut label

. Sintesisasi. Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara
satu kategori dengan Kkategori lainnya. Kaitan satu
kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi

. Menyusun Hipotesis Kerja. Hal ini dilakukan dengan
jalam merumuskan suatu pernyataan yang proporsional.
Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantive

yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data
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